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BAB III 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut: 

1. Tidak ada yang memenuhi rumusan dalamPasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pidana mati bagi koruptor tidak perlu diterapkan karena beberapa 

alasan diantaranya: 

1) Tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana mati. 

Undang-Undang yang ada telah dibuat semenakutkan bagi pelaku 

tindak pidana tetapi tidak memberi efek jera bahkan dilakukan 

dengan hati-hati untuk menghindari ancaman pidana mati. 

2) Pelaku yang dipidana mati tidak memberikan ganti rugi bagi 

negara dan masyarakat, dengan kata lain tidak mengembalikan 

kerugian atau memperbaiki keadaan.  

3) Ancaman pidana mati bertentangan dengan ajaran agama. 

Menurut kepercayaan beliau sebagai umat Kristiani bahwa 

mencabut nyawa manusia merupakan hak Tuhan dan bukan hak 

manusia.
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Pidana penjara seumur hidup lebih memberi keadilan daripada penjatuhan 

pidana mati bagi pelaku  karena yang memiliki hak untuk mencabut nyawa 

hanyalah Tuhan. Pidana penjara seumur hidup yang dijalani pelaku secara 

tidak langsung dapat mengangkat harkat dan martabat dan memberi manfaat 

bagi masyarakat melalui kerja sosial. 

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penanggulangan korupsi harus lebih efektif yaitu mempersempit 

syarat khusus ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak 

pidana korupsi. Alasan pemberat ancaman pidana mati dalam 

ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini memberi peluang 

bagi pelaku dalam menghindari ancaman pidana mati. 

2. Dalam memberantas korupsi dibutuhkan kerjasama yang baik 

antara aparat penegak hukum khususnya jaksa harus teliti dan 

cermat dalam penuntutan yaitu berani mendakwakan ancaman 

pidana mati sebagai dakwaan primerberdasarkan fakta hukum yang 

memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yaitu penjatuhan pidana mati dalam 

keadaaan tertentu serta tidak ada hal yang meringankan terdakwa.
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